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PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
MENTERI KEUANGAN NOMOR 214/PMK.02/2021 TENTANG PENGAWASAN PENERIMAAN NEGARA
BUKAN PAJAK MINERAL DAN BATUBARA MELALUI SINERGI PROSES BISNIS DAN DATA ANTAR
KEMENTERIAN/LEMBAGA.

ABSTRAK : - Bahwa untuk optimalisasi pengawasan penerimaan negara bukan pajak mineral dan
batubara melalui sinergi proses bisnis dan data antar kementerian/lembaga, perlu
dilakukan penyempurnaan terhadap Peraturan Menteri Keuangan Nomor
214/PMK.02/2021 tentang Pengawasan Penerimaan Negara Bukan Pajak Mineral dan
Batubara melalui Sinergi Proses Bisnis dan Data antar Kementerian/ Lembaga, perlu
menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 214/PMK.02/2021 tentang Pengawasan Penerimaan Negara Bukan
Pajak Mineral dan Batubara melalui Sinergi Proses Bisnis dan Data antar Kementerian
/Lembaga.

Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

Pasal 17 ayat (3) UUD Tahun 1945, UU No.17 Tahun 2003 (LN Tahun 2003 No.47, TLN
No0.4286), UU No.39 Tahun 2008 (LN Tahun 2008 No.166, TLN No0.4916), UU No.9
Tahun 2018 (LN Tahun 2018 No.147, TLN No0.6245), Perpres No. 57 Tahun 2020 (LN
Tahun 2020 No0.98), Permenkeu No0.113/PMK.02/2021 (BN Tahun 2021 No 970),
Permenkeu Rl 118/PMK.01/2021 (BN Tahun 2021 No. 1031) sebagaimana telah diubah
dengan Permenkeu Rl 141/PMK.01/2022 (BN Tahun 2022 No. 954), Permenkeu Rl
214/PMK.02/2021 (BN Tahun 2021 No. 1512).

Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.02/2021
tentang Pengawasan Penerimaan Negara Bukan Pajak Mineral dan Batubara melalui
Sinergi Proses Bisnis dan Data antar Kementerian/Lembaga (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 1512). Ketentuan ayat (1), ayat (2), dan ayat (4) Pasal 3
diubah dan di antara ayat (4) dan ayat (5) Pasal 3 disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat
(4a). Di antara BAB VI dan BAB VIl disisipkan 1 (satu) bab yakni BAB VIA. Di antara Pasal
11 dan Pasal 12 disisipkan 2 (dua) pasal yakni Pasal 11A dan Pasal 11B . Ketentuan ayat
(2) Pasal 13 diubah.

CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

- Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 26 April 2023 dan diundangkan pada
tanggal 27 April 2023.



